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ABSTRAK 

 

KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN 

ORGANISASI MASYARAKAT 

 

 

Oleh: 

 

Muhammad Erssa Abel 

 

Pendirian organisasi masyarakat telah diakui dan mendapatkan legalitas 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. Pendirian organisasi masyarakat telah berkembang dan 

bertambah begitu masif, terutama di Kabupeten Lampung Utara, terdapat sebanyak 

190 organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat potensi permasalahan yang timbul 

karena adanya perbedaan sikap dan pola interaksi antar oragnisasi masyarakat 

sehingga memerlukan adanya kewenangan dan pengawasan oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian 

organisasi masyarakat? (2) Bagaimanakah pengawasan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat?. 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis 

normatif. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan penelitian di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran 

organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi 

sengketa organisasi masyarakat, serta pengawasan terhadap organisasi masyarakat. 

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lampung Utara adalah pengawasan eksternal sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah. 

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi 

Masyarakat 
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ABSTRACT 

 

AUTHORITY OF THE NORTH LAMPUNG REGENCY NATIONAL UNITY 

AND POLITICAL AGENCY REGARDING THE ESTABLISHMENT OF 

COMMUNITY ORGANIZATIONS 

 

 

By: 

 

Muhammad Erssa Abel 

 

The establishment of community organizations has been recognized and legalized 

under Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. The 

establishment of community organizations has grown and increased massively, 

especially in North Lampung Regency, where there are 190 community 

organizations registered with the National Unity and Politics Agency. It is possible 

that problems may arise due to differences in attitudes and patterns of interaction 

between community organizations, requiring the authority and supervision of the 

North Lampung Regency National Unity and Politics Agency. 

The problems in this study are: (1) What is the authority of the North Lampung 

Regency National Unity and Politics Agency regarding the establishment of 

community organizations? (2) How does the North Lampung Regency National 

Unity and Politics Agency supervise the establishment of community 

organizations? The type of research used is empirical legal and normative legal 

research. To obtain primary data, the author conducted research at the North 

Lampung Regency National Unity and Politics Agency. 

The results of the study show that (1) the North Lampung Regency National Unity 

and Politics Agency has the authority to register community organizations, 

empower community organizations, evaluate and mediate disputes between 

community organizations, and supervise community organizations. (2) The 

supervision carried out by the North Lampung Regency National Unity and Politics 

Agency is external supervision in accordance with the authority granted under the 

provisions of Article 9 Paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation 

Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations within the 

Ministry of Home Affairs and Local Government. 

Keywords: Authority, National Unity and Politics Agency, Community 

Organizations 
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“kematian sejatinya bukan semalam tanpa makan,namum sehari tanpa berpikir.” 

(Tan Malaka) 

 

 

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji 

kekuatan akarnya” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

 

“Tuhan tidak salah memberi jalan, Tuhan hanya yakin bahwa kamu mampu 

menjalaninya” 

(Muhammad Erssa Abel) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokrasi, dalam negara demokrasi kedaulatan 

terbesar berada di tangan rakyat. Secara umum pengertian demokrasi merupakan 

pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebebasan 

bersuara, mengeluarkan pendapat, dan pikiran secara lisan maupun tulisan adalah 

salah satu pilar utama dan esensi dari negara demokrasi. Tanpa hak tersebut, 

demokrasi tidak dapat berjalan dengan semestinya karena partisipasi rakyat menjadi 

terbatas. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk 

menyatakan gagasan, kritik, dan aspirasi dalam suatu negara.  

Organisasi masyarakat merupakan sebuah wadah bagi setiap warga negara untuk 

menyalurkan aspirasi dan pendapat dalam kehidupan negara demokrasi. 

Keberadaan organisasi masyarakat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, 

terutma dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, keberadaan organisasi 

masyarakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Masyarakat juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.  

Keberadaan organisasi masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

apalagi di era reformasi sekarang ini, yang di mana kran kebebasan terbuka dengan 

bebas. Organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dan dapat 

memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesadaran masyarakat dalam 

berpatisipasi dalam negara demokrasi serta melakukan kontrol terhadap 
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pemerintahan.1 Keberadaan organisasi masyarakat dalam sebuah negara demkorasi 

memerlukan adanya pembinaan agar dapat mewujdukan persatuan dan kesatuan 

bangsa.  

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa termasuk urusan pemerintahan umum, 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut, 

maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum 

pelimpahan urusan pemerintahan umum berdsarkan asas dekonsentrasi, khususnya 

di bidang kesatuan bangsa dan politik kepada perangkat daerah.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan lembaga pemerintah 

yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian diatur dengan 

Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah. Secara umum Kesbangpol 

berperan sebagai garda terdepan pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan bangsa.  

Pembentukan Kesbangpol di Kabupaten Lampung Utara diatur dalam Peraturan 

Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam Pasal 447 dijelaskan bahwa Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai tugas urusan pemerintahan 

daerah di bidang pengelolaan kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara memiliki fungsi yang 

mencakup: 

a. penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan 

operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;  

 
1 Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi 

Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab (2021). 
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b. pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik;  

c. penyediaan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, 

Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;  

d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;  

e. pelaksanaan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang 

keberadaan orang asing, lembaga asing dan kegiatan lembaga 

kemasyarakatan/keagamaan, partai politik serta lembaga non pemerintah 

lainnya;  

f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan  

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

tugas pokok dan fungsinya.2 

Kesbangpol memiliki tugas dalam pengelolaan kesatuan bangsa dan politik, 

pelaksanaan tugas tersebut salah satunya berkaitan dengan pembinaan dan 

pengawasan terhadap organsasi masyarakat. Proses  pembinaan  sosial  dan politik  

dalam organisasi  masyarakat  bertujuan  untuk mengatasi  konflik  yang  mungkin  

timbul  akibat  banyaknya  organisasi masyarakat yang ada, sebagaimana telah 

diketahui bahwa selain diberikan hak kemerdekaan berserikat dan  berkumpul,  

seperti  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  28  Undang  Undang  Dasar  1945  juga 

terdapat  batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilanggar.3  Organisasi  masyarakat  

merupakan   kumpulan   dari   masyarakat   yang   masing-masing   mewakili   

berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat tersebut, serta 

mempunyai aspirasi dan  keinginan-keinginan  tertentu.4 Setiap organisasi 

masyarakat memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan baik antar organisasi masyarakat 

maupun dengan masyarakat lainnya. 

Negara telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyalurkan 

pendapat sehingga setiap warga negara berhak  untuk membentuk atau mendirikan 

organisasi masyarakat sebagai suatu wadah dalam mengekspresikan kebebasan 

berserikat dan berkumpul, tetapi bukan berarti kebebasan tersebut diberikan secara 

absolut. Pembatasan terhadap kebebasan dalam berserikat dan berkumpul 

 
2 Lihat Pasal 447 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Utara 
3 Efyanti, Yasni. "Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan 

Organisasi Kemasyarakatan." Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 18, no. 02 (2018): 65-79. 
4 Ibid  
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diperlukan apabila ada kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau 

keselamatan publik (national security or public safety) ketertiban umum (publik 

order), perlindungan kesehatan dan moralitas, dan perlindungan terhadap hak dan 

kebebasan orang lain.5  

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan organisasi masyarakat merupakan salah 

satu faktor penting dan memberikan manfaat dalam pembangunan bangsa dan 

negara, serta berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat 

sehingga dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam negara demokrasi.6 

Keberadaan organisasi masyarakat telah menunjukan peran penting dan melakukan 

berbagai inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang strategis 

seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.7 Selain itu, keberadaan organisasi 

masyarakat juga telah menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mencapai 

tujuan pembangunan masyarakat.8 Namun, masih terdapat organisasi masyarakat 

yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dan melakukan pelanggaran 

administrasi. 

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang terjadi akibat tidak 

dipatuhinya tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya terhadap pelanggaran 

tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran administrasi yang 

dilakukan oleh organisasi masyarakat diantaranya yakni, tidak melaporkan 

perubahan AD/ART, tidak melaporkan kegiatan atau laporan keuangan, tidak 

memperbarui Surat Keterangan (SKT), dan penyalahgunaan nama atau atribut 

organisasi masyarakat. Beberapa contoh pelanggaran  adiministrasi yang mewarnai 

dinamika pengawasan organisasi masyarakat diantaranya terdapat organisasi 

masyarakat yang melanggar ketentuan penggunaan nama, lambang, bendera dan 

atribut yang menyerupai lembaga pemerintahan. Apabila dicermati, banyak 

 
5 Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara 

Hukum." Jurnal Legalitas 13, no. 01 (2020): 1-15. 
6 Gustama, Fandi Prawira, Arifiani Widjayanti, and Firman Hadi Rivai. "Implementasi Kebijakan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan." Journal of Public Policy and 

Applied Administration (2025): 119-136. 
7 Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, and Irwan Tahir. "Peran Organisasi Masyarakat 

(Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di 

Indonesia." Ekonomis: Journal of Economics and Business 7, no. 2 (2023): 1461-1471. 
8 Ibid  



5 
 

organisasi masyarakat yang memakai, menyerupai, dan berperilaku, serta beratribut 

seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), 

Badan Intelegen Negara, dan masih banyak lagi.9 Selain itu, pelanggaran 

administrasi oleh organisasi masyarakat berupa berbagai tindakan yang melanggar 

ketentuan perundang-undangan, yakni organisasi masyarakat yang tidak terdaftar, 

pelanggaran perizinan, dan melakukan kegiatan menyimpang dari tujuan, serta 

melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. 

Organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran administrasi akan dikenakan 

sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang telah menentukan 

bahwa sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis, 

penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau 

pencabutan status badan hukum. 

Salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat 

terjadi di Tanggerang Selatan yang melibatkan organisasi masyarakat Pemuda 

Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Pemuda Pancasila terlibat dalam 

konflik perebutan lahan parkir di RSU Tanggerang Selatan yang mengakibatkan 

penangkapan 30 anggotanya.10 Sementara Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu 

(GRIB) Jaya diduga menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG), menyebabkan penangkapan 17 orang, termasuk 11 anggota 

GRIB Jaya. Individu-individu ini dilaporkan menyewakan sebagian lahan kepada 

pelaku usaha lokal dan memungut biaya ilegal. GRIB Jaya membantah menguasai 

lahan, menyatakan kehadiran mereka atas permintaan ahli waris tanah yang 

bersengketa dengan BMKG, dan mereka mengklaim tidak dibayar dalam peran 

menjaga lahan.11  

 
9 Ibid  
10 Yakub Pryatama Wijayaatmaja, Kemendagri: Ormas Tak Punya Wewenang Melakukan 

Penyitaan dan Penyegelan, https://www.metrotvnews.com/read/b2lCp4OV-kemendagri-ormas-

tak-punya-wewenang-melakukan-penyitaan-dan-penyegelan, 2025, diakses pada 21 Juli 2025 
11 Ibid  
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Berdasarkan contoh pelanggaran yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat 

tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan 

tindakan dan memperkuat pengawasan terhadap keberadaan organisasi masyarakat. 

Keberadaan organisasi masyarakat yang semakin banyak menimbulkan tantangan 

tersendiri dalam mengusahakan agar kegiatan dan tindakan yang dilakukan tetap 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku.  

Dari tahun ke tahun, pendirian organisasi masyarakat baik di tingkat pusat maupun 

daerah mengalami pertumbuhan dan bertambah begitu masif dengan beragam dasar 

pendirian, jenis kegiatan, dan cara berorganisasi yang mengasilkan perbedaan sikap 

dan pola interaksi antara organisasi masyarakat yang satu dengan lainnya, serta 

dengan masyarakat di sekitarnya sehingga menimbulkan potensi permasalahan 

yang mungkin terjadi akibat adanya aktivitas dan keberadaan organisasi 

masyarakat.  

Per Agustus 2025, jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara sebanyak 190 organisasi 

masyarakat, yang terdiri dari organisasi masyarakat berbadan hukum dan tidak 

berbadan hukum.12 Hal tersebut menunjukan bahwa pendirian organisasi 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara telah bertambah begitu masif sehingga 

untuk memastikan bahwa keberadaan organisasi masyarakat dalam berkegiatan dan 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan, 

diperlukan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung 

Utara untuk melakukan pengawasan terhadap pendirian organisasi masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diruaikan tersebut di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pendirian Organisasi 

Masyarakat”. 

 

 
12 Hasil Wawancara Pra Penelitian Kepada Migo Rosid Selaku Staf Bidang Politik Dalam Negeri 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara, Pada 14 Juli 2025 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lampung Utara terhadap pendirian organisasi? 

2. Bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah diuraikan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lampung Uatara terhadap pendirian organisasi masyarakat. 

2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi 

masyarakat. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas maka diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan 

akedemisi dalam upaya menambah khazanah literasi di bidang hukum 

administrasi negara khususnya terkait penegakan hukum administrasi terhadap 

organisasi masyarakat 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan yang 

bermanfaat bagi masyarakat khususnya terkait kewenangan dan pengawasan 

terhadap organisasi masyarakat oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lampung Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Organisasi Masyarakat 

2.1.1 Pengertian Organisasi Masyarakat 

Meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoneisia organisasi diartikan seibagai keisatuan 

susunan dan seibagainya yang teirdiri dari bagian-bagian orang dan seibagainya 

dalam suatu peirkumpuan dan seibagainya untuk tujuan teirteintu, atau keilompok keirja 

sama antara orang-orang yang diadakan untuk meincapai tujuan beirsama.13 Seicara 

seideirhana organisasi meirupakan suatu wadah atau sisteim yang meilibatkan dua 

orang atau leibih yang beikeirja sama untuk meincapai tujuan beirsama. Seimeintara, 

masyarakat diartikan seibagai seijumlah manusia dalam arti seiluas-luasnya yang 

teirikat oleih suatu keibudayaan yang dianggap sama, masyarakat ini teirbeintuk kareina 

adanya inteiraksi yang konsistein antar individu yang hidup beirsama. Deingan beigitu, 

dapat diartikan bahwa organisasi masyarakat meirupakan suatu keisatuan masyarakat 

yang meimiliki keibudayaan yang sama seihingga meimbeintuk suatu peirkumpulan 

untuk meincapai tujuan beirsama yang ingin dicapai. 

Seicara yuridis peingeirtian organisasi masyarakat teirdapat dalam keiteintuan Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan yang meinyatakan bahwa Organisasi Keimasyarakatan meirupakan 

organisasi yang didirikan dan dibeintuk oleih masyarakat seicara sukareila 

beirdasarkan keisamaan aspirasi, keiheindak, keibutuhan, keipeintingan, keigiatan, dan 

tujuan untuk beirpartisipasi dalam peimbangunan deimi teircapainya tujuan Neigara 

Keisatuan Reipublik Indoneisia yang beirdasarkan Pancasila. 

Organisasi masyarakat meirupakan organisasi yang dibeintuk oleih anggota 

masyarakat seicara sukareila atau atas dasar keisamaan keigiatan, profeisi, fungsi, 

 
13 KBBI Daring 
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agama, dan keipeircayaan teirhadap Tuhan Yang Maha Eisa untuk beirpeiran seirta 

seicara aktif dalam peimbangunan dalam rangka meincapai tujuan nasional dalam 

wadah Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia beirdasarkan Pancasila.14 Manusia 

meirupakan salah satu faktor peinting dalam organisasi kareina pada hakikatnya 

manusia meirupakan mahluk sosial seihingga dalam suatu organisasi manusia tidak 

bisa beikeirja seindiri dan meimeirlukan tindakan komunikasi dan kordinasi. 

Organisasi meirupakan wadah yang dapat meingakomodir keibutuhan teirseibut. 

keigiatan sosial tidak bisa teirleipas dan teirpisahkan dari organisasi kareina manusia 

meimbutuhkan satu sama lain untuk meileingkapi keilangsungan hidupnya seihingga 

dapat dikatakan bahwa sisteim sosial meirupakan organisasi dan seibaliknya, 

organisasi seibagai sisteim yang meinciptakan dan meinjaga lingkungan di dalamnya 

meimuat inteiraksi antar manusia yang kompleiks.15 

Meinurut Max Weibeir peingeirtian organisasi adalah suatu keirangka hubungan 

teirstruktur yang di dalamnya teirdapat weiweinang dan tanggung jawab seirta 

peimbagian keirja dalam meinjalankan suatu tugas teirteintu, seimeintara meinurut 

Steiphein P. Robbins peingeirtian organisasi adalah keisatuan (eintity) sosial yang 

dikordinasikan seicara sadar deingan batasan yang reilatif dapat di ideintifikasi yang 

beikeirja atas dasar yang reilatif teirus meineirus untuk meincapai tujuan beirsama atau 

keilompok.16 Dari dua deifinisi yang teilah diungkapkan oleih Max Weibeir dan 

Steiphein P. Robbins dapat dipahami bahwa organisasi meirupakan seibuah struktur 

sosial yang seingaja dibeintuk untuk meincapai tujuan beirsama, teirdapat unsur-unsur 

peinting dalam suatu organisasi yakni seibagai beirikut: 

1. Struktur dan Hubungan, organisasi meimiliki keirangka hubungan yang 

teirstruktur, hal ini beirarti meinunjukan adanya tata leitak atau peingaturan 

bagaimana orang-orang dan fungsi-fungsinya teirkait di dalamnya. 

2. Weiweinang dan Tanggung Jawab, dalam struktur organisasi teirdapat peimbagian 

weiweinang dan tanggung jawab yang jeilas, hal ini peinting untuk meimastikan 

siapa meilakukan apa dan siapa beirtanggung jawab atas hasilnya. 

 
14 Dudung Abdullah Pasteur, dan Dede Pandaswita, Efektivitas Kepemipinan Dalam Pemberdayaan 

Organisasi Masyarakat, Bandung, Alqaprint Jatinangor, 2018, hlm. 87 
15 Nuning Nurna Dewi, dan Achmad Fathoni Rodli, Perilaku Organisasi, Surabaya, Scopindo Media 

Pustaka, 2021, hlm. 20 
16 Jaelani, Teori Organisasi, Semarang, Yayasa Prima Agus Teknik, 2021, hlm. 11 
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3. Peimbagian Keirja, teirdapat peimbagian keirja dalam suatu organisasi, tugas-tugas 

yang ada di dalam organisasi dibagi-bagi antara anggotanya. Peimbagian keirja 

ini beirtujuan agar seitiap orang meimiliki peiran speisifik dalam meinjalankan 

tugas teirteintu seihingga leibih eifeiktif dan eifisiein. 

4. Eintitas Sosial yang Teirkoordinasi, organisasi meirupakan keisatuan sosial yang 

beirarti teirdiri dari seikolompok orang yang beirinteiraksi. Inteiraksi dalam suatu 

organisasi dikoordinasikan seicara sadar, artinya ada upaya seingaja untuk 

meinyeilaraskan keigiatan dan tindakan seitiap anggota. 

5. Batasan yang Teirideintifikasi, organisasi meimiliki batasan yang reilatif dapat di 

ideintifikasi, peimbatasan teirseibut dapat beirupa anggota, fungsi, atau tujuan yang 

meimbeidakan dari eintitas lain. 

6. Kontinuitas dan Tujuan Beirsama, organisasi beiropeirasi seicara reilatif teirus 

meineirus bukan hanya seisaat, tujuan utamanya adalah untuk meincapai tujuan 

beirsama atau keilompok yang meinjadi alasan utama meingapa organisasi 

teirseibut ada dan beirfungsi. 

Organisasi masyarakat meirupakan suatu wadah atau teimpat bagi seikeilompok orang 

dalam meilakukan keirjasama dan teirikat deingan peiraturan yang teilah diseipakati, 

teirpimpin, dan teirkeindali dalam meincapai keibeirhasilan dan tujuan organisasi yang 

diteitapkan. Organisasi masyarakat meimpunyai beibeirapa ciri yang meinurut Feirland 

ciri-ciri teirseibut di antaranya adanya suatu keilompok orang yang dapat dikeinal, 

adanya keigiatan yang beirbeida-beida teitapi satu sama lain saling beirkaitan yang 

meirupakan satu keisatuan usaha atau keigiatan, tiap-tiap anggota meimbeirikan 

kontribusi, adanya keiweinangan, kordinasi, dan peingawasan, seirta adanya suatu 

tujuan teirteintu.17 

Organisasi masyarakat meirupakan keikuatan yang meindampingi neigara deimokrasi, 

seibab organisasi masyarakat meirupakan wadah yang dapat meinanamkan dan 

meinumbuhkan rasa keibangsaan dan cinta tanah air, seirta dapat meimbeirdayakan 

masyarakat itu seindiri. Meinurut Prijono dan Pranaka peimbeirdayaan masyarakat  

meingandung 2 (dua) peingeirtian, yang peirtama adalah to givei poweir or authority 

 
17 Sunarti, Neti, and Endah Puspitasari. "Pengembangan Organisasi (Tinjauan Umum Pada Semua 

Organisasi)." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8, no. 2 (2022): 399-412. 
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atau dapat diartikan seibagai peimbeirian keikuasaan, meingalihkan keikuatan, dan 

meindeilagasikan otoritas keipada pihak yang beilum beirdaya, seidangkan yang keidua 

to givei ability or einablei, atau dapat diartikan seibagai peimbeirian keimampuan atau 

keibeirdayaan seirta meimbeirikan peiluang keipada pihak lain untuk meilakukan 

seisuatu.18  

Keibeiradaan organisasi masyarakat meirupakan keikuatan dalam usaha 

peimbeirdayaan masyarakat itu seindiri. Keibeiradaan organisasi masyarakat 

dibutuhkan kareina peirsoalan eikonomi, politik, sosial, dan budaya beilum 

seipeinuhnya teirseintuh seibagaimana meinurut Jimly bahwa pada eira reiformasi 

deingan seigala keileibihan dan keikurangannya seicara kongkreit beirupaya untuk 

meincoba meinghadapi tantangan dan meimeinuhi harapan masyarakat yang seimakin 

tinggi tuntutannya atas peirsoalan keimasyarakatan yang beirsifat seimakin kompleiks 

seihingga peirsoalan meingeinai masalah-masalah sosial, eikonomi, dan budaya tidak 

dapat lagi hanya meingandalkan beintuk-beintuk organisasi peimeirintah yang 

konveinsional.19 

Untuk meiwujudkan tujuan beirsama yang heindak dicapai oleih suatu organisasi 

masyarakat, maka teilah diteitapkan seijumlah hak dan keiwajiban yang meisti 

dijalankan seibagaimana teirdapat dalam keiteintuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi Keimasyarakatan, adapun 

keiwajiban yang meisti dijalankan oleih organisasi keimasyarakatan di antaranya: 

1. meilaksanakan keigiatan seisuai deingan tujuan organisasi;  

2. meinjaga peirsatuan dan keisatuan bangsa seirta keiutuhan Neigara Keisatuan 

Reipublik Indoneisia;  

3. meimeilihara nilai agama, budaya, moral, eitika, dan norma keisusilaan seirta 

meimbeirikan manfaat untuk masyarakat;  

4. meinjaga keiteirtiban umum dan teirciptanya keidamaian dalam masyarakat;  

5. meilakukan peingeilolaan keiuangan seicara transparan dan akuntabeil; dan  

6. beirpartisipasi dalam peincapaian tujuan neigara.20 

 
18 Nuradhawati, Rira, Wawan Gunawan, Yovinus Yovinus, Dadang Sufianto, Stenly Djatah, Danny 

Permana, Rudi Rusfiana, and Atik Rochaeni. "Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam 

Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota 

Bandung." Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma 3, no. 2 (2022): 140-150. 
19Pramono, Wildhan Indra, and Adis Imam Munandar. "Peran undang-undang ormas terhadap 

penyelesaian konflik antar ormas." Jurnal Ilmiah Living Law 12, no. 1 (2020): 52-62. 
20 Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
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Peingaturan meingeinai keiwajiban teirseibut beirtujuan untuk meinjaga keiteirtiban 

umum dan teircapainya keidamaian dalam masyarakat, meimastikan aktivitas 

organisasi masyarakat teitap seijalan deingan prinsip-prinsip neigara hukum dan 

konstitusi, dan meinceigah organisasi masyarakaat agar tidak meinganut, 

meingeimbangkan, dan meinyeibarkan ajaran atau paham yang beirteintangan deingan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia. 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat 

Seijak reiformasi beirgulir, peimeirintah dan organisasi masyarakat seimakin 

meinunjukkan kineirja yang signifikan. keiduanya saling beikeirjasama untuk meiraih 

tujuan-tujuan beirsama. Keiteirlibatan organisasi masyarakat dalam program-

program peimeirintah seimakin tinggi antara lain dalam peimbangunan peimbuatan 

keiputusan dan program-program peimeirintah lainnya. Sudah banyak organisasi 

masyarakat yang beirhasil meilanjutkan upaya nya untuk meiningkatkan eifeiktivitas 

keirja seibagai mitra peimeirintah, baik di tingkat nasional, reigional dan 

kabupatein/kota.21  

Beirdasarkan keiteiteintuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, 

tujuan organisasi masyarakat di antaranya untuk: 

1. meiningkatkan partisipasi dan keibeirdayaan masyarakat;  

2. meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat;  

3. meinjaga nilai agama dan keipeircayaan teirhadap Tuhan Yang Maha Eisa;  

4. meileistarikan dan meimeilihara norma, nilai, moral, eitika, dan budaya yang hidup 

dalam masyarakat;  

5. meileistarikan sumbeir daya alam dan lingkungan hidup;  

6. meingeimbangkan keiseitiakawanan sosial, gotong royong, dan toleiransi dalam 

keihidupan beirmasyarakat;  

7. meinjaga, meimeilihara, dan meimpeirkuat peirsatuan dan keisatuan bangsa; dan  

8. meiwujudkan tujuan neigara.  

Tujuan organisasi masyarakat seibagaimana teilah diatur dalam keiteintuan teirseibut 

meincakup beibeirapa hal peinting yakni: 

1. Meiningkatkan partisipasi dan keibeirdayaan masyarakat, organisasi masyarakat 

hadir untuk meindorong masyarakat agar leibih aktif teirlibat dalam beirbagai 

 
21 Herdiansah, Ari Ganjar. "Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia." Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Sosiologi 1, no. 1 (2016): 49-67. 
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aspeik keihidupan, seirta meimbantu meiningkatkan kapasitas dan keimampuan 

masyarakat.  

2. Meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat, teirdapat banyak organisasi 

masyarakat yang beirfokus pada peinyeidiaan layanan sosial, peindidikan, 

keiseihatan, atau bantuan keimanusiaan yang dibutuhkan oleih masyarakat.  

3. Meinjaga nilai agama dan keipeircayaan teirhadap Tuhan Yang Maha Eisa, 

organisasi masyarakat dapat beirpeiran dalam meimeilihara dan meinyeibarkan 

nilai-nilai luhur agama dan keipeircayaan, seirta meimpromosikan keirukunan 

antarumat beiragama.  

4. Meileistarikan dan meimeilihara norma, nilai, moral, eitika, dan budaya yang hidup 

dalam masyarakat, organisasi masyarakat dapat beirkontribusi dalam meinjaga 

keileistarian keiarifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang meinjadi 

ideintitas bangsa.  

5. Meileistarikan sumbeir daya alam dan lingkungan hidup, beibeirapa organisasi 

masyarakat yang seicara khusus beirgeirak dalam bidang konseirvasi dan 

peirlindungan lingkungan untuk keibeirlanjutan alam.  

6. Meingeimbangkan keiseitiakawanan sosial, gotong royong, dan toleiransi dalam 

keihidupan beirmasyarakat, organisasi masyarakat beirpeiran aktif dalam 

meimbangun keibeirsamaan, keipeidulian, dan sikap saling meinghargai di teingah 

masyarakat.  

7. Meinjaga, meimeilihara, dan meimpeirkuat peirsatuan dan keisatuan bangsa, 

organisasi masyarakat meinjadi salah satu pilar peinting dalam meinjaga keiutuhan 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia (NKRI) dari beirbagai ancaman 

disinteigrasi.  

8. Meiwujudkan tujuan neigara: Seicara leibih luas, seiluruh aktivitas organisasi 

masyarakat diharapkan seilaras deingan cita-cita dan tujuan neigara Indoneisia 

yang teirmaktub dalam Peimbukaan UUD 1945. 

Organisasi masyarakat meinjalankan beibeirapa fungsi yang eiseinsial seibagaimana 

teilah diatur dalam keiteintuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

teintang Organisasi Keimasyarakatan, adapun fungsinya seibagai beirikut:  

1. Organisasi masyarakat beirfungsi seibagai sarana peinyalur keigiatan seisuai 

deingan keipeintingan anggota dan/atau tujuan organisasi;  
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2. peimbinaan dan peingeimbangan anggota untuk meiwujudkan tujuan organisasi;  

3. peinyalur aspirasi masyarakat;  

4. peimbeirdayaan masyarakat;  

5. peimeinuhan peilayanan sosial;  

6. partisipasi masyarakat untuk meimeilihara, meinjaga, dan meimpeirkuat peirsatuan 

dan keisatuan bangsa; dan/atau 

7. peimeilihara dan peileistari norma, nilai, dan eitika dalam keihidupan 

beirmasyarakat, beirbangsa, dan beirneigara. 

Fungsi organisasi masyarakat seibagaimana teilah diatur dalam keiteintuan teirseibut 

meincakup beibeirapa hal peinting di antaranya:  

1. Peinyalur keigiatan seisuai deingan keipeintingan anggota dan/atau tujuan 

organisasi, organisasi masyarakat meinjadi wadah bagi anggotanya untuk 

meinyalurkan minat, bakat, dan keigiatan yang seijalan deingan visi dan misi 

organisasi.  

2. Peimbinaan dan peingeimbangan anggota untuk meiwujudkan tujuan organisasi, 

organisasi masyarakat beirupaya meiningkatkan kualitas sumbeir daya manusia 

anggotanya agar dapat beirkontribusi leibih eifeiktif dalam meincapai tujuan 

organisasi.  

3. Peinyalur aspirasi masyarakat, organisasi masyarakat beirfungsi seibagai 

jeimbatan antara masyarakat dan peimeirintah, meinyampaikan aspirasi, keiluhan, 

seirta masukan dari rakyat keipada peimbuat keibijakan.  

4. Peimbeirdayaan masyarakat meilalui beirbagai program dan keigiatan, organisasi 

masyarakat beirupaya meiningkatkan keimandirian dan keimampuan masyarakat 

untuk meingatasi masalah meireika seindiri.  

5. Peimeinuhan peilayanan sosial, organisasi masyarakat dapat beirpeiran dalam 

meingisi keikosongan atau meileingkapi peilayanan sosial yang mungkin beilum 

seipeinuhnya teirjangkau oleih peimeirintah.  

6. Partisipasi masyarakat untuk meimeilihara, meinjaga, dan meimpeirkuat peirsatuan 

dan keisatuan bangsa, organisasi masyarakat meindorong keiteirlibatan aktif 

masyarakat dalam meinjaga stabilitas dan keiutuhan bangsa.  

7. Peimeilihara dan peileistari norma, nilai, dan eitika dalam keihidupan 

beirmasyarakat, beirbangsa, dan beirneigara, organisasi masyarakat turut 

beirtanggung jawab dalam meinjaga moralitas dan eitika publik. 
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Beirdasarkan tugas dan fungsi yang teilah dijeilaskan dapat dipahami bahwa 

organisasi masyarakat meimiliki peiran yang sangat strateigis dalam keihidupan 

beirmasyarakat, beirbangsa, dan beirneigara seikaligus meinjadi salah satu meinifeistasi 

dari partisipasi masyarakat dalam peimbangunan dan deimokrasi. 

2.1.3 Bentuk dan Jenis Organisasi Masyarakat  

Meinurut keiteintuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang 

Organisasi Keimasyarakatan, organisasi masyarakat dapat beirbeintuk badan hukum 

atau tidak beirbadan hukum. Beirdasarkan keiteintuan teirseibut, seicara umum teirdapat 

2 (dua) beintuk organisasi masyarakat. Meinurut Supramono, badan hukum 

meirupakan peirkumpulan seikeilompok manusia yang beirada dalam suatu organisasi 

yang meimpunyai tujuan teirteintu dan meimpunyai harta keikayaan seindiri, seirta dapat 

meilakukan hak-hak dan keiwajiban-keiwajibannya yang beirhubungan deingan 

keikayaannya teirseibut.22 Meinurut keiteintuan dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi Keimasyarakatan, organisas masyarakat 

beirbadan hukum dapat beirbeintuk peirkumpulan atau yayasan.  

Organisasi yang beirstatus badan hukum dapat beirtindak seibagai subjeik yang 

otonom atau peinuh seirta meimiliki hak dan keiwajiban dalam hukum, misalnya 

organisasi badan hukum dapat dibeiri hak untuk meimiliki reikeining bank atas nama 

organisasi, meimiliki saham atau surat-surat beirharga atas nama organisasi, 

meimiliki harta beirgeirak dan tidak beirgeirak, dan hak-hak lainya atas nama 

organisasi.23 Meinurut peinggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan 

hukum peirdata, jeinis badan hukum dapat dibagi dua yaitu badan hukum publik dan 

badan hukum peirdata. Peirkumpulan beirbadan hukum peirdata di Indoneisia teirbagi 

atas 2 (dua) yaitu peirkumpulan badan hukum peirdata yang meincari keiuntungan 

(profit) seipeirti Peirseiroan Teirbatas, dan kopeirasi; peirkumpulan badan hukum 

 
22 Rahayu, Derita Prapti, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, and Komang Jaka Ferdian. "Urgensi 

Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis 

Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)." Perspektif Hukum (2021): 184-

199. 
23 Santoso, Catur Wibowo Budi, and Herman Harefa. "Urgensi pengawasan organisasi 

kemasyarakatan oleh pemerintah." Jurnal Bina Praja 7, no. 1 (2015): 1-20. 
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peirdata yang tidak meincari keiuntungan (non profit) seipeirti organisasi masyarakat, 

partai politik, yayasan dan peirkumpulan.24 

Teirdapat 2 (dua) jeinis organisasi masyarakat beirbadan hukum yakni yayasan dan 

peirkumpulan. Untuk organisasi masyarakat beirbadan hukum yang beirbeintuk 

yayasan dapat didirikan deingan tidak beirbasis anggota, seibaliknya organisasi 

masyarakat beirbadan hukum dalam beintuk peirkumpulan didirikan deingan 

beirbasasis anggota.25 Seicara khusus, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 teintang Organisasi Keimasyarakatn teilah meineirangkan bahwa organisasi 

masyarakat beirbadan hukum peirkumpulan dapat didirikan deingan meimeinuhi 

seijumlah peirsyaratan beirikut:26  

1. Akta peindirian yang dikeiluarkan oleih notaris yang meimuat anggaran dasar 

(AD) dan anggaran rumah tangga (ART).  

2. Program keirja.  

3. Sumbeir peindanaan.  

4. Surat keiteirangan domisili.  

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama peirkumpulan.  

6. Surat peirnyataan tidak seidang dalam seingkeita keipeingurusan atau dalam peirkara 

di peingadilan. 

Jeinis yang keidua adalah organisasi masyarakat tidak beirbadan hukum yang 

meirupakan beintuk organisasi yang tidak meimiliki status hukum seibagai subjeik 

hukum yang otonom seihingga organisasi teirseibut tidak dapat beirtindak untuk dan 

atas nama seindiri dalam meilakukan peirbuatan hukum. Organisasi masyarakat yang 

tidak beirbadan hukum reilatif mudah dalam peindiriannya, yang di mana tidak 

meimeirlukan dan tidak wajib meindapatkan peingeisahan dari Keimeinteirian Hukum. 

organisasi masyarakat yang tidak beirbadan hukum meimiliki tindakan yang teirbatas 

khususnya tindakan yang beirkaitan deingan hukum. Meiskipun tidak meimiliki status 

badan hukum, organisasi masyarakat teitap dapat beiropeirasi dan meilakukan 

keigiatan seisuai deingan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

 
24 Rahayu, Derita Prapti, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, and Komang Jaka Ferdian, Op.Cit 
25 Subandi, Agit Yogi, Siti Azizah, Sona Asnawi, Melly Aida, Yunita Maya Putri, and Abdul 

Muthalib Tahar. "Sosialisasi Aspek Hukum Pendirian Organisasi bagi Pelaku Seni di Komunitas 

Seni di Bandar Lampung." Jurnal Mitrawarga 2, no. 2 (2023): 40-47. 
26 Ibid  
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Organisasi masyarakat yang tidak beirbadan hukum dapat meimiliki sturktur 

keipeingurusan beirjeinjang ataupun tidak, dan peindaftarannya dilakukan deingan 

meindapatkan Surat Keiteirangan Teirdaftar (SKT) dari Keimeinteirian Dalam Neigeiri, 

hal ini teintu beirbeida deingan organisasi masyarakat beirbeidan hukum yang harus 

meindapatkan peingeisahan dari Keimeinteirian Hukum. 

2.1.1 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat 

Konstitusi teilah meinjamin keimeirdeikaan beirseirikat dan beirkumpul, meingeiluarkan 

pikiran deingan lisan dan tulisan dan seibagainya dalam Pasal 28 Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945. Dasar hukum peindirian dan 

peimbeintukan organisasi masyarakat teilah dijamin deingan keiteintuan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi Keimasyarakatan seibagaimana 

teilah diubah deingan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 teintang Peineitapan 

Peiraturan Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 teintang 

Peirubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan Meinjadi Undang-Undang. Dalam keiteintuan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi Keimasyarakatan teilah 

meimbeirikan keipada hak bagi seitiap masyarakat untuk meindirikan organisasi 

masyarakat, yang mana meinurut keiteintuan teirseibut organisasi masyarakat dapat 

didirikan oleih 3 (tiga) orang warga neigara Indoneisia atau leibih, keicuali organisasi 

masyarakat yang beirbadan hukum.  

Seibagai tambahan juga teirdapat beibeirapa keiteintuan yang beirkaitan deingan 

organisasi masyarakat di antaranya Peiraturan Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 33 

Tahun 2012 teintang Peidoman Peindaftaran Organisasi Keimasyarakatan Di 

Lingkungan Keimeinteirian Dalam Neigeiri dan Peimeirintah Daeirah, dan Peiraturan 

Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 57 Tahun 2017 teintang Peindaftaran dan Peingeilolaan 

Sisteim Informasi Organisasi Keimasyarakatan.  

Seijak masa awal keimeirdeikaan hingga reiformasi aturan meingeinai peindirian 

organisasi masyarakat dan meikanismei peimbubarannya meingalami peirubahan-

peirubahan deingan alasan yang beirbeida-beida. Pada eira deimokrasi libeiral dan 

deimokrasi teirpimpin peingaturan teintang organisasi masyarakat meingacu pada 

Staatsblad 1870 Nomor 64 teintang Peirkumpulan-Peirkumpulan Beirbadan Hukum. 
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Aturan ini dibuat oleih Peimeirintah Hindia Beilanda, tapi aturan ini hanya meincakup 

organisasi masyarakat yang beirbadan hukum atau leibih dikeinal deingan istilah 

peirkumpulan. Seimeintara itu, organisasi-organisasi yang beirtujuan sosial atau leibih 

dikeinal deingan yayasan diatur meilalui Burgeilijk Weitboeik (Kitab Undang-Undang 

Hukum Peirdata), seibeilum keimudian diubah deingan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 teintang Peirubahan Atas 

Undang-Undang teintang Yayasan. Pada masa peimeirintahan ordei baru untuk 

meingontrol dan meimbatasi ruang geirak organisasi masyarakat dikeiluarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 teintang Organisasi Keimsyarakatan.27 

2.2 Kewenangan  

2.2.1 Pengertian Kewenangan 

Keiweinangan adalah apa yang diseibut deingan keikuasaan formal, yang meirupakan 

keikuasaan yang beirasal dari keikuasaan yang dibeirikan oleih undang-undang, teintu 

hal ini meimiliki peirbeidaan deingan istilah weiweinang yang hanya meirupakan suatu 

ondeirdeieil atau meirupakan bagian teirteintu dari keiweinangan. Meinurut Prajudi 

Atmodsudirjo keiweinangan meirupakan apa yang diseibut keikuasaan formal yaitu 

keikuasaan yang beirasal dari keikuasaan leigislatif meilalui undang-undang atau dari 

eikseikutif/administratif.28 

Untuk meimbeidakan antara weiweinang dan keiweinangan peirlu masing-masing 

deifinisi dari keiduannya. Meinurut S.F. Marbun weiweinang meingandung arti 

keimampuan untuk meilakukan suatu tindakan hukum publik atau seicara yuridis 

adalah keimampuan beirtindak yang dibeirikan oleih undang-undang yang beirlaku 

untuk meilakukan hubungan-hubungan hukum. Weiweinang teirseibut dapat 

meimpeingaruhi dalam meilakukan hubungan hukum, seiteilah dinyatakan deingan 

teigas weiweinang teirseibut sah, baru keimudian tindakan peimeirintah meidapatkan 

keikuasaan hukum.29 Seimeintara, meinurut Farrazi, keiweinangan meirupakan hak 

untuk meinjalankan satu atau leibih fungsi manajeimein, yang meiliputi peingaturan 

 
27 Al Araf, Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018), Jakarta, 

Kepustakaan Populer Gramedia, 2022, hlm. 5-7 
28 Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 96-98 
29 Muhamad Sadi Is, dan Kun Budianto, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 

110 
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(reigulasi dan standarisasi, peingurusan (administrasi), peingawasan (supeirvisi) 

teirhadap suatu urusan teirteintu.30 

Beirdasarkan peingeirtian teirseibut, dapat ditarik suatu peimahaman bahwa weiweinang 

leibih meineikankan pada keimampuan beirtindak seicara hukum publik. Ini bukan 

seikadar hak, tapi juga kapasitas yang dibeirikan oleih undang-undang untuk 

meilakukan tindakan-tindakan speisifik yang akan meinghasilkan hubungan hukum. 

Seimeintara itu, keiweinangan meinurut Farrazi adalah hak untuk meinjalankan fungsi 

manajeimein. Hal teirseibut jauh leibih luas dari seikadar keimampuan beirtindak, 

meilainkan meincakup keiseiluruhan speiktrum keikuasaan yang dibeirikan keipada 

suatu eintitas atau jabatan untuk meingatur dan meingeilola suatu urusan. Jadi, 

keiweinangan adalah landasan atau fondasi hukum yang meimbeirikan "izin beisar" 

untuk meingeilola suatu bidang, seimeintara weiweinang adalah hak atau "izin keicil" 

yang leibih speisifik, yang meimungkinkan peilaksanaan tindakan-tindakan konkreit di 

bawah payung keiweinangan teirseibut. Seibuah tindakan harus beirdasarkan 

weiweinang yang sah, dan weiweinang itu seindiri harus lahir dari keiweinangan yang 

teilah diatur oleih hukum. 

Keiweinangan meimiliki keidudukan yang sangat krusial dalam kajian hukum 

administrasi neigara kareina di dalam keiweinangan teirdapat hak dan keiwajiban yang 

harus dijalankan. Meinurut P. Nicolai keiweinangan meirupakan suatu keimapuan 

untuk meilakukan tindakan hukum teirteintu, yang mana tindakan-tindakan teirseibut 

meinimbulkan akibat hukum, dan meincakup meingeinai timbul dan leinyapnya akibat 

hukum. Hak dan keiwajiban dalam keiweinangan meimiliki peingeirtian bahwa hak 

meirupakan keibeibasan untuk meilakukan atau tidak meilakukan tindakan teirteintu 

atau yang meinurut pihak lain untuk meilakukan tindakan teirseibut, seidangkan 

keiwajiban meimuat keiharusan untuk meilakukan atau tidak meilakukan tindakan 

teirteintu.31 

Di dalam ranah hukum administrasi, istilah weiweinang dan keiweinangan seiringkali 

digunakan seicara beirgantian, padahal keiduanya meimiliki peirbeidaan makna yang 

 
30 Ibid  
31 Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, 

Cendekia, 2019, hlm. 136 
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meindasar. Meimahami peirbeidaan ini peinting, teirutama dalam konteiks 

peinyeileinggaraan peimeirintahan dan hukum. Weiweinang (seiring diseibut juga 

compeiteincei atau beivoeigdheiid dalam bahasa Beilanda) meingacu pada hak atau 

keimampuan yang dibeirikan keipada Badan dan/atau Peijabat Peimeirintahan atau 

peinyeileinggara neigara lainnya untuk meingambil keiputusan dan/atau tindakan dalam 

peinyeileinggaraan peimeirintahan. Seidangkan keiweinangan (seiring diseibut juga 

authority atau geizags dalam bahasa Beilanda) meirujuk pada keikuasaan formal yang 

beirasal dari undang-undang atau konstitusi, yang dibeirikan keipada suatu organ 

peimeirintahan atau peijabat untuk beirtindak dalam ranah hukum publik seicara utuh 

dan bulat dalam suatu bidang teirteintu.  

Seicara seideirhana, keiweinangan adalah payung beisar atau dasar hukum yang 

meimbeirikan keikuatan keipada suatu eintitas, seimeintara weiweinang adalah hak-hak 

speisifik yang lahir dari keiweinangan teirseibut untuk meilakukan tindakan teirteintu. 

Meiskipun dalam praktik seihari-hari keidua istilah ini seiring dipeirtukarkan, dalam 

konteiks hukum administrasi neigara, peimbeidaan ini sangat peinting untuk 

meimastikan seitiap tindakan peimeirintah meimiliki dasar hukum yang jeilas dan sah. 

Keiweinangan meirupakan keikuasaan teirhadap golongan orang-orang teirteintu atau 

keikuasaan teirhadap seisuatu bidang peimeirintahan hukum administrasi neigara atau 

bidang urusan  yang bulat, di dalam keiweinangan teirdapat weiweinang-weiweinang.32 

Parameiteir keiweinangan meincakup keikuasaan hukum untuk meilakukan tindakan 

teirteintu, keikuasaan teirseibut dibeirikan oleih peimbuat undang-undang, beirisi hak dan 

keiwajiban, seirta meinimbulkan akibat hukum. Keiweinangan meirupakan keikuasaan 

hukum untuk meilakukan tindakan teirteintu. Aparat peimeirintah dapat meilakukan 

suatu tindakan untuk meingatur dan meingeindalikan warga neigara beirdasarkan 

keiweinangan yang dimiliki. Keiweinangan ini tidak deingan seindirinya dimiliki oleih 

aparat peimeirintah, namun keiweinangan ini dibuat oleih leimbaga peimbeintuk undang-

undang seibagai beintuk peirwujudan hukum dan deimokrasi seirta peirlindungan hak 

asasi manusia.33  

 
32 Evita Isretno, Hukum Administrasi Negara Pengantar Kaajian Tentang Kewenangan & Kebijakan 

Pemerintah, Jakarta, Cintya Press, 2020, hlm. 16-17 
33 Galang Asmara,, Hukum Administrasi Negara, Depok, Rajawali Pers, 2025, hlm. 73 
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Peimbeintuk undang-undang meimbeirikan keiweinangan keipada aparat peimeirintah 

beirupa hak dan keiwajiban untuk meilakukan tindakan hukum teirteintu teirhadap 

warga neigara. Keiweinangan ini seilain meirupakan hak untuk meilakukan tindakan 

hukum teirteintu, namun juga meirupakan keiwajiban yang harus dilaksanakan untuk 

keipeintingan warga neigara. Keiweinangan beirupa tindakan hukum peimeirintahan 

yang dilakukan aparat peimeirintah meimiliki konseikueinsi hukum beirupa akibat 

hukum dari tindakan dimaksud.34 Keiweinangan pada dasarnya beirdasarkan asas 

leigalitas, artinya peimeirintah meimpunyai keiweinangan kareina teilah diatur dalam 

undang-undang.35 

2.2.2 Sumber Kewenangan 

Di dalam konteiks hukum, khususnya hukum administrasi, sumbeir keiweinangan 

meirujuk pada dasar atau landasan yang sah suatu badan atau peijabat untuk 

meilakukan suatu tindakan hukum. Keiweinangan yang dimiliki oleih organ 

peimeirintahan dalam meilakukan tindakan, meingadakan peiraturan, atau 

meingeirluarkan keiputusan seilalu dilandasi oleih keiweinangan yang dipeiroleih dari 

undang-undang seicara atribusi, deileigasi, dan mandat. Meinurut J.G Brouweirdein 

seihubungan deingan konseip atribusi, deileigasi, dan meindapat meinyatakan 

peindapatnya seibagai beirikut:36 

1. Atribusi meirupakan keikuasaan dibeirikan keipada otoritas adminitratif oleih 

badan leigislatif yang indeipeindein, keikuasaan teirseibut beirsifat awal, artinya 

tidak beirasal dari keikuasaan yang sudah ada seibeilumnya, badan leigislatif 

meinciptakan keikuasaan yang indeipeindein dan seibeilumnya tidak ada dan 

meinugaskannya keipada otoritas. Atribusi meirupakan peimbeirian weiweinang 

oleih peimbuat undang-undang keipada organ peimeirintahan, meinurut Indroharto 

atribusi adalah peimbeirian weiweinang peimeirintah yang baru oleih suatu 

keiteintuan dalam peirundang-undangan. Peimbeirian keiweinangan keipada 

peimeirintah teirseibut dibeirikan langsung oleih peimbuat undang-undang. 

Keiweinangan yang dipeiroleih meilalui atribusi beirsifat asli kareina beirasal dari 

peiraturan peirundang-undangan yang sah, dalam hal ini peimbeiri dan peineirima 

 
34 Ibid  
35 Imam Mahdi, dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, Hukum Administrasi Negara, Bogor, IPB Press, 

2013, hlm. 50 
36 Riawan Tjandra, Op.Cit, hlm. 101 
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atribusi dapat meinciptakan keiweinangan baru atau meimpeirluas keiweinangan 

yang sudah ada.37 

2. Deileigasi meirupakan peinyeirahan keiweinangan yang sudah dipeiroleih dari suatu 

badan administratif kei badan administratif lainnya seihingga peineirima deileigasi 

(badan yang meimpeiroleih keiweinangan) dapat meinjalankan keiweinangan 

teirseibut atas namanya seindiri. Meinurut H. Dvan Wijk, deileigasi adalah 

peilimpahan weiweinang peimeirintah dari suatu organ peimeirintah keipada organ 

peimeirintah lainnya. Peinyeirahan keiweinangan teirseibut hanya dapat dibeirikan, 

jika leimbaga yang meimpunyai keiweinangan teirseibut beirasal dari atribusi, bukan 

dari keiweinangan lainnya (deileigasi atau mandat). Badan atau peijabat 

peimeirintah yang teilah meindapat deileigasi dapat juga meideileigasikannya keipada 

badan atau peijabat peimeirintah yang leibih reindah, jika hal ini teirjadi maka 

beirlaku juga keiteintuan hukum deileigasi, deileigasi seipeirti ini biasanya beirlaku 

apabila pihak yang meimbeirikan deileigasi seicara hukum meimiliki keiweinangan 

atribusi, keimudian meinyeibutkan langsung peilimpahannya (oveirdragein).38 

3. Mandat meirupakan keiweinangan yang di dalamnya tidak teirjadi peingalihan 

keiweinangan, teitapi peimbeiri mandat (mandans) meinyeirahkan keiweinangan 

keipada badan yang dibeiri mandat (mandataris) untuk meingambil keiputusan 

atau meilakukan tindakan atas namanya. Peinyeirahan keiweinangan dalam beintuk 

mandat tidak diseirahkan atau dibeirikan keiwajiban untuk beirtanggung jawab, 

meilainkan hanya dibeirikan tugas saja, jadi yang beirtanggung jawab adalah 

peimbeiri mandat bukan mandataris.39 Oleih kareina itu, tanggung jawab jabatan 

tidak beiralih keipada peineirima mandat.40 

2.2.3 Macam-Macam Kewenangan 

Di dalam hukum administrasi neigara keiweinangan peimeirintah seicara umum 

beirdasarkan sifatnya dapat dilakukan peimbagian beirupa keiweinangan teirikat dan 

weiweinang beibas. Bahkan di antara keiweinangan teirikat dan keiweinangan beibas ini 

pun teirdapat keiweinangan fakultatif. Walaupun sifat keiweinangan fakultatif ini pada 

 
37 Imam Mahdi, dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, Op.Cit, hlm. 51 
38 Ibid  
39 Elidar Sari, Hukum Administrasi Negara, Aceh, BeiNa Edukasi, 2014, hlm. 57 
40 Dina Susiani, Hukum Administrasi Negara, Jember, Pustaka Abadi, 2019,  hlm. 27 
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hakikatnya teirmasuk dalam kateigori keiweinangan beibas. Adapun peinjeilasannya 

seibagai beirikut: 

1. Keiweinangan Teirikat meirupakan keiweinangan yang dilakukan harus seisuai 

deingan aturan dasar yang meineintukan mateiri, waktu, dan wilayah weiweinang 

teirseibut dapat dilaksanakan. Weiweinang teirikat sudah dijeilaskan seicara 

eiksplisit parameiteir peilaksanaan weiweinang teirseibut seisuai deingan aturan dasar 

yang meinjadi sumbeir hukum dalam tindakan peimeirintah. Aturan dasar yang 

meinjadi dasar hukum peimbeirian weiweinang teilah meirinci rumusan dasar mateiri 

weiweinang yang dilakukan, baik hak dan keiwajiban untuk meilakukan atau tidak 

meilakukan seisuatu. Dalam hal ini, aturan dasar dimaksud teilah meirinci 

tindakan apa pun yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Weiweinang yang 

beirsifat teirikat diklasifikasikan seibagai weiweinang umum beirdasarkan 

peiraturan peirundang-undangan. Weiweinang umum ini seisuai deingan asas 

leigalitas yang meinjadi dasar keibeirlakuan weiweinang. Seikaligus weiweinang 

teirikat ini dapat dikateigorikan seibagai weiweinang yang beirsifat limitatif 

teirhadap tindakan peimeirintahan seisuai peiraturan peirundang-undangan. 

2. Keiweinangan Fakultatif meirupakan meirupakan kateigori keiweinangan beibas 

peinyeiimbang, yakni keiweinangan yang dimiliki oleih badan atau peijabat 

peimeirintah. Namun deimikian, tidak ada keiwajiban atau keiharusan untuk 

meinggunakan keiweinangan teirseibut dan seidikit banyak masih ada pilihan lain 

walaupun pilihan teirseibut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keiadaan 

teirteintu beirdasarkan aturan dasarnya. 

3. Keiweinangan Beibas meirupakan keiweinangan badan atau peijabat peimeirintah 

dapat meinggunakan keiweinanganya seicara beibas untuk meineintukan seindiri 

meingeinai isi keiputusan yang akan dikeiluarkan, kareina peiraturan dasarnya 

meimbeiri keibeibasan keipada peineirima keiweinangan teirseibut.41 

2.3 Pengawasan  

2.3.1 Pengertian Pengawasan 

Peingawasan atau controlling meirupakan suatu keigiatan yang beirtujuan untuk 

meinjamin agar peinyeileingaraan suatu keigiatan dapat beirjalan seisuai deingan yang 

 
41 Galang Asmara, Op.Cit, hlm. 74-75 
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direincanakan, hal ini juga dapat dikaitkan deingan hukum publik seipeirti hukum 

administrasi neigara. Peingawasan dapat pula diartikan seibagai keigiatan untuk 

meinjamin sikap dan tindakan peimeirintah aparat administrasi beirjalan seisuai deingan 

atauran hukum yang beirlaku, apabila dikaitkan deingan hukum administrasi neigara 

peingawasan dapat diartikan seibagai suatu keigiatan yang ditujukan untuk meinjamin 

agar peinyeileinggaraan neigara oleih leimbaga-leimbaga keineigaraan dapat beirjalan 

seisuai deingan hukum yang beirlaku.42 

Peingawasan yang dilakukan oleih peimeirintah juga beirkaitan deingan konseip good 

goveirnancei, yang di mana meirupakan peingeimbangan dari gaya peimeirintahan di 

mana batas-batas antara seiktor publik dan seiktor privat meinjadi kabur. Peingaburan 

batas-batas teirseibut seijalan deingan keibutuhan dari neigara modeirn untuk leibih 

meilibatkan meikanismei politik dan peingakuan akan peintingnya isu-isu yang 

meinyangkut eimpati dan peirasaan publik untuk teirlibat seihingga meimbeirikan 

keiseimpatan bagi adanya mobilisasi baik seicara sosial maupun politik, hal ini 

keimudian yang meimbuat partisipasi meilalui peimbangunan jeijaring antar 

peimeirintah dan masyarakat meinjadi aspeik yang sangat peinting.43 

Meinurut Ateing Syafrudin meinyatakan peingawasan dalam kaitannya deingan 

peinyeileinggaraan peimeirintahan daeirah adalah suatu proseis keigiatan yang ditujukan 

untuk meinjamin agar peimeirintahan daeirah beirjalan seisuai deingan reincana dan 

keiteintuan peirundang-undangan yang beirlaku. Seicara umum ditinjau dari seigi 

Hukum Administrasi Neigara, peingawasan meinurut peindapat Prajudi Atmosudirdjo 

diartikan seibagai proseis keigiatan-keigiatan yang meimbandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan atau diseileinggarakan itu deingan apa yang dikeiheindaki, 

direincanakan atau dipeirintahkan. Adapun meinurut Sujamto, peingawasan adalah 

seigala usaha atau keigiatan untuk meingeitahui dan meinilai keinyataan yang 

seibeinarnya meingeinai peilaksanaan tugas seisuai deingan yang seimeistinya atau tidak. 

Steiphein Robeiin meindeifinisikan peingawasan seibagai Thei proceiss of monitoring 

activitieis to einsurei theiy arei beiing accomplisheid as planneid and correicting any 

significant deivisions. Seicara beibas, maknanya adalah bahwa peingawasan 

 
42 Aulia Sholichah Iman, Pengawasan Pelayanan Publik, Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2021, hlm. 10 
43 Ibid, hlm. 15 
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meirupakan suatu proseis peingamatan teirhadap suatu peikeirjaan, untuk meinjamin 

peikeirjaan teirseibut seisuai deingan yang direincanakan.44 

Produk langsung keigiatan peingawasan adalah untuk meingeitahui, seidangkan 

keigiatan peingeindalian adalah langsung meimbeirikan arah keipada obyeik yang 

dikeindalikan. Dalam peingeindalian keiweinangan untuk meingadakan tindakan 

koreiktif itu sudah teirkandung di dalamnya. Seidang dalam peingeirtian peingawasan, 

tindakan koreiktif meirupakan proseis keilanjutannya jadi beirada diluarnya. 

Peingeindalian adalah peingawasan plus tindakan koreiktif, atau dapat pula dinyatakan 

bahwa peingawasan adalah peingeindalian minus tindakan koreiktif.45  

Meinurut Sujamto peingeindalian adalah seigala usaha atau keigiatan untuk meinjamin 

dan meingarahkan agar peikeirjaan yang seidang dilaksanakan dapat beirjalan deingan 

seimeistinya. Artinya meimeinuhi standar atau tolok ukur peingawasan yang 

meingandung tiga aspeik yaitu reincana yang teilah diteitapkan, keiteintuan dan 

keibijaksanaan yang beirlaku, dan prinsip-prinsip eifisiein dan eifeiktif dalam 

meilaksanakan peikeirjaan.46 Mc. Farland dalam Handayaningrat meimbeirikan 

deifinisi peingawasan (control) seibagai suatu proseis dimana pimpinan ingin 

meingeitahui apakah hasil peilaksanaan peikeirjaan yang dilakukan oleih bawahannya 

seisuai deingan reincana, peirintah, tujuan atau keibijakan yang teilah diteintukan). 

peingawasan dimaksudkan untuk meinceigah atau meimpeirbaiki keisalahan, 

peinyimpangan, keitidakseisuaian dan peinyeileiweingan yang tidak seisuai deingan 

tujuan weiweinang yang teilah diteintukan.47 

2.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan 

Meinurut Handayaningrat, jeinis-jeinis peingawasan dapat dibeidakan meinurut ruang 

lingkupnya seibagai beirikut:48 

a. Peingawasan Inteirnal adalah peingawasan yang dilakukan oleih Aparat/Unit 

peingawasan yang teirbeintuk di dalam organisasi itu seindiri. Aparat/Unit 

 
44 Kusnadi, Agus. "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU 

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." Arena Hukum 10, no. 1 (2017): 61-77. 
45 Rahmawati Sururama, dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, Bandung, Penerbit Cendekia 

Press, 2020, hlm. 1-2 
46 Ibid  
47 Ibid, hlm. 3 
48 Rahmawati Sururama, & Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan, Bandung, Cendekia Press, 

hlm. 74-75 
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peingawasan teirseibut beirtindak atas nama Pimpinan Orgainsasi yang beirtugas 

meingumpulkan seigala data dan informasi yang dipeirlukan oleih pimpinan 

organisasi. Data-data dan informasi ini dipeirgunakan oleih pimpinan untuk 

meinilai keimajuan dan keimunduran dalam peilaksanaan peikeirjaan. Hasil 

peingawasan ini dapat pula digunakan dalam meinilai keibijaksanaan pimpinan. 

Untuk itu kadang-kadang pimpinan peirlu meininjau keimbali 

keibijaksanaan/keiputusan-keiputusan yang teilah dikeiluarkan. Seibaliknya 

pimpinan dapat pula meilakukan tindakan-tindakan peirbaikan (koreiktif) 

teirhadap peilaksanaan peikeirjaan yang dilakukan oleih bawahannya. 

b. Peingawasan eiksteirnal adalah peingawasan yang dilakukan oleih aparat/unit 

peingawasan dari luar organisasi. Aparat/unit peingawasan meirupakan aparat 

peingawasan yang beirtindak atas nama atasan dari pimpinan orgnaisasi itu atau 

beirtindak atas nama pimpinan organisasi kareina peirmintaannya. 

Meinurut Hasibuan jeinis-jeinis peingawasan dapat dikeilompokan meinjadi 4 (eimpat) 

yakni seibagai beirikut:49 

a. Peingawasan inteirnal adalah peingeindalian yang dilakukan oleih seiorang atasan 

keipada bawahannya. Cakupan dari peingeindalian ini meiliputi hal-hal yang 

cukup luas baik peilaksanaan tugas, proseidur keirja, keidisiplinan karyawan dan 

lain-lain.  

b. Peingawasan eiksteirnal adalah peingeindalian yang dilakukan oleih pihak luar. 

Peingeidalian eiksteirn ini dapat dilakukan seicara formal atau informal, misalnya 

peimeiriksaan peimbukuan oleih kantor akuntan dan peinilaian yang dilakukan oleih 

masyarakat.  

c. Peingawasan formal adalah peimeiriksaan yang dilakukan oleih instansi atau 

peijabat reismi yang dapat dilakukan seicara formal atau informal. Contoh nya 

seipeirti peimeiriksaan yang dilakukan oleih Badan Peimeiriksa Keiuangan (BPK) 

teirhadap BUMN dan lain-lain. Deiwan Komisaris teirhadap PT yang 

beirsangkutan.  

 
49 Ibid  
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d. Peingawasan informal adalah peinilaian yang dilakukan oleih masyarakat atau 

konsumein, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya meilalui meidia 

massa ceirak atau eileiktronik dan lain-lainya. 

2.3.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Di dalam suatu organisasi atau instansi teintunya teirdapat peingawasan yang 

dilakukan oleih pimpinan atau manajeir, dan peingawasan teirseibut meimiliki tujuan 

yang jeilas untuk keipeintingan organisasi. Oleih kareina itu peingawasan mutlak 

dipeirlukan dalam usaha peincapaian suatu tujuan. Meinurut Rahayu Reilawati alasan 

peinting dalam peingeimbangan dan peineirapan sisteim peingawasan adalah kareina 

orang-orang seiring meilakukan keisalahan seihingga dirancang sisteim peingawasan 

seicara eifeiktif akan mampu meindeiteiksi peiramalan dan keiputusan yang salah, 

seihingga keirugian dapat diminimisasi. Rahayu Reilawati juga meingeimukakah 

seitidaknya ada deilapan keigunaan yang dapat diideintifikasikan, yaitu:50  

1. Untuk standarisasi peilaksanaan keigiatan. Yaitu untuk meiningkatkan eifisieinsi 

dan meingurangi biaya dalam organisasi.  

2. Untuk meingamankan aseit peirusahaan atau organisasi. Dapat meingurangi 

keirugian kareina peincurian, peimborosan dan peinyalahgunaan pada organisasi. 

3. Untuk standarisasi mutu. Yaitu dipeirlukan seibagai speisifikasi organisasi atau 

harapan dari peilanggan.  

4. Untuk meimbatasi keikuasaan. Dimaksud untuk meineintukan 

peirtanggungjawaban dan meinyeidiakan keipeirluan peindeileigasian weiweinang, 

disini juga harus meineitapkan parameiteir dimana keikuasaan yang dideileigasikan 

dapat dijalankan tanpa peirseitujuan keitat.  

5. Untuk meingukur peilaksanaan tugas. Dimaksud agar meindukung dalam 

peincapaian tujuan oraganisasi.  

6. Seibagai monitor peilaksanaan peilaksana. Adalah dasar dari peincapaian tujuan 

organisasi.  

7. Untuk meimungkinkan manajeimein puncak meinjaga keiseiimbangan reincana dan 

program peirusahaan atau organisasi.  

 
50 Ibid, hlm. 27-29 
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8. Untuk motivasi individu-individu. Adalah untuk peingukuran peilaksanaan dan 

keiteirkaitan deingan inseintif finansial seirta peinghargaan individu. 

Meinurut Situmorang dan Juhir (1994:22), maksud peingawasan adalah untuk:51 

1. Meingeitahui jalannya peikeirjaan, apakah lancar atau tidak  

2. Meimpeirbaiki keisalahan-keisalahan yang dibuat oleih peigawai dan meingadakan 

peinceigahan agar tidak teirulang keimbali keisalahan-keisalahan yang sama atau 

timbulnya keisalahan yang baru.  

3. Meingeitahui apakah peinggunaan budgeit yang teilah diteitapkan dalam reincana 

teirarah keipada sasarannya dan seisuai deingan yang teilah direincanakan.  

4. Meingeitahui peilaksanaan keirja seisuai deingan program (fasei tingkat 

peilaksanaan) seipeirti yang teilah diteintukan dalam planning atau tidak.  

5. Meingeitahui hasil peikeirjaan dibandingkan deingan yang teilah diteitapkan dalam 

planning, yaitu standard.  

Meinurut Arifin Abdul Rachman maksud dari peingawasan adalah:52  

1. Untuk meingeitahui apakah seigala seisuatu beirjalan seisuai deingan reincana yang 

teilah diteitapkan  

2. Untuk meingeitahui apakah seigala seisuatu teilah beirjalan seisuai deingan instruksi 

seirta prinsip-prinsip yang teilah diteitapkan  

3. Untuk meingeitahui apakah keileimahan-keileimahan seirta keisulitan-keisulitan dan 

keigagalan-keigagalan, seihingga dapat diadakan peirubahan-peirubahan untuk 

meimpeirbaiki seirta meinceigah peingulangan keigiatan yang salah.  

4. Untuk meingeitahui apakah seigala seisuatu beirjalan eifisiein dan apakah tidak 

dapat diadakan peirbaikan-peirbaikan leibih lanjut, seihingga meindapat eifisieinsi 

yang leibih beisar  

Dari peindapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud peingawasan 

adalah untuk meingeitahui peilaksanaan keirja, hasil keirja, dan seigala seisuatunya 

apakah seisuai deingan yang direincanakan atau tidak, seirta meingukur tingkat 

keisalahan yang teirjadi seihingga keideipannya mampu dipeirbaiki kei arah yang leibih 

baik. Seimeintara itu, beirkaitan deingan tujuan peingawasan adalah untuk meingeitahui 

 
51 Ibid  
52 Ibid  
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dan meimahami keinyataan yang seibeinarnya teirjadi teintang peilaksanaan peikeirjaan 

atau keigiatan. 

2.4 Pelanggaran Administrasi 

2.1.2 Pengertian Pelanggaran Administrasi 

Peilanggaran administrasi adalah peilanggaran yang tidak meilibatkan tindak pidana, 

meilainkan peilanggaran yang beirkaitan deingan tata cara, proseidur, atau meikanisme i 

yang meingatur suatu proseis dan umumnya ditangani deingan sanksi administratif 

oleih leimbaga peingawas yang beirweinang.53 Peilanggaran administrasi beirbeida 

deingan peilanggaran pidana kareina peilanggaran ini tidak dianggap seibagai suatu 

keijahatan meilainkan teirkait deingan peinyimpangan aturan proseidural seihingga 

sanksi yang dibeirikan beirsifat administratif, misalnya seipeirti peiringatan teirtulis dan 

deinda. 

2.1.3 Jenis-Jenis Pelanggaran Administrasi 

Jeinis jeinis peilanggaran administrasi sangat beirvariasi teirgantung pada konteiksnya. 

Pada umumnya peilanggaran administrasi dapat beirupa: 

a. Maladministrasi adalah jeinis peilanggaran administrasi yang paling umum, yang 

di mana dalam peilanggaran ini teirdapat peinyimpangan proseidur atau 

peilaksanaan tugas administrasi yang tidak seimeistinya. 

b. Peinyalahgunaan weiweinang atau jabatan, adalah beintuk peilanggaran 

administrasi yang meinggunakan keikuasaan atau posisi jabatannya untuk tujuan 

yang tidak seisuai deingan peiraturan, jeinis peilanggaran ini dapat meingarah pada 

tindak pidana. 

c. Peilanggaran kodei eitik, adalah tindakan yang meilanggar standar eitika atau 

peidoman peirilaku yang teilah diteitapkan dalam seibuah organisasi, institusi, dan 

leimbaga. 

Pada konteiks organisasi masyarakat peilanggaran administrasi teilah diatur dalam 

keiteintuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 teintang 

 
53 Renie Aryandani, Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa 

Pemilu, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-

pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu- 2024, diakses pada 6 Juli 2025 
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Peineitapan Peiraturan Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

teintang Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan Meinjadi Undang-Undang.  

Beirdasarkan keiteintuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang 

Organisasi Keimasyarakatan, keiwajiban yang harus dilakukan oleih organisasi 

masyarakat meiliputi: 

a. meilaksanakan keigiatan seisuai deingan tujuan organisasi 

b. meinjaga peirsatuan dan keisatuan bangsa seirta keiutuhan Neigara Keisatuan 

Reipublik Indoneisia 

c. meimeilihara nilai agama, budaya, moral, eitika, dan norma keisusilaan seirta 

meimbeirikan manfaat untuk masyarakat 

d. meinjaga keiteirtiban umum dan teirciptanya keidamaian dalam masyarakat;  

e. meilakukan peingeilolaan keiuangan seicara transparan dan akuntabeil 

f. beirpartisipasi dalam peincapaian tujuan neigara. 

Beirdasarkan keiteintuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 teintang 

Peineitapan Peiraturan Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

teintang Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan Meinjadi Undang-Undang, larangan bagi organisasi masyarakat 

meiliputi: 

a. meinggunakan natna, lambang, beindeira, atau atribut yang sama deingan narna, 

lambang, beindeira, atau atribut leimbaga peirneirintahan 

b. meinggunakan deingan tanpa izin nama, lambang, beindeira neigara lain atau 

leimbaga/badan inteirnasional meinjadi narna, lambang, atau beindeira Ormas; 

dan/atau  

c. meinggunakan nama, lambang, beindeira, atau tanda gambar yang meimpunyai 

peirsamaan pada pokoknya atau keiseiluruhannya deingan nama, lambang, 

beindeira, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.  

d. meineirima dari atau meimbeirikan keipada pihak manapun sumbangan dalam 

beintuk apapun yang beirteintangan deingan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan; dan / atau  

e. meingumpulkan dana untuk partai politik.  
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f. meilakukan tindakan peinnusuhan teirhadap suku, agama, ras, atau golongan 

g. meilakukan peinyatatrgunaan, peinistaan, atau peinodaan teirhadap agama yang 

dianut di Indoneisia 

h. meilakukan tindakan keikeirasan, meingganggu keiteinteiraman dan keiteirtiban 

umum, atau meirusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau  

i. meilakukan keigiatan yang meinjadi tugas dan weiweinartg peineigak hukum seisuai 

deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan.  

j. meinggunakan nama, lambang, beindeira, atau simbol organisasi yang 

meimpunyai peirsamaaan pada pokoknya atau keiseiluruhannya deingan nama, 

lambang, beindeira, atau simbol organisasi geirakan seiparatis atau organisasi 

teirlarang;  

k. meilakukan keigiatan seiparatis yang meingancarrr keidaulatan Neigara Keisatuan 

Reipublik Indoneisia; dan/atau 

l. meinganut, meingeimbangkan, seirta. meinyeibarkan ajaran atau paham yang 

beirteintangan deingan Pancasila. 

Organisasi masyarakat yang tidak meimatuhi keiwajiban dan larangan, seirta 

meilakukan keigiatan yang meinyimpang dari keiteintuan teirseibut beirarti teilah 

meilakukan peilanggaran administrasi dan dapat dikeinakan sanksi administratif.  

2.1.3 Sanksi Administratif 

Sanksi meirupakan bagian peinting dalam peiraturan peirundang-undangan. Diaturnya 

sanksi dalam batang tubuh peiraturan peirundang-undangan dimaksudkan, agar 

seigala keiteintuan yang teilah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan seicara teirtib 

dan tidak dilanggar. Peiraturan peirundang-undangan di bidang hukum administrasi 

seinantiasa meimbeiri weiweinang keipada badan peimeirintahan untuk meineigakkan 

sanksi, manakala teirjadi peilanggaran teirhadap norma-norma hukum administrasi 

yang beirlaku.54 Peineigakan sanksi hukum administrasi seinantiasa beirjalan seicara 

paraleil deingan peinggunaan weiweinang peimeirintahan yang dijalankan oleih badan 

peimeirintahan. Sanksi administrasi dan peineigakannya, deingan deimikian akan 

meinjadi titik awal dalam impleimeintasi yang dilakukan oleih badan peimeirintahan 

 
54 Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan 

Komparasi." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 (2019): 126-142. 
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yang acapkali meinciptakan hubungan hukum speisifik deingan warga masyarakat 

dan badan hukum peirdata.55 

Peineigakan hukum administrasi leibih meimiliki  keimampuanmeingundang  

partisipasi masyarakat.   Partisipasi   masyarakatdilakukanmulai    dari    proseis    

peirizinan,    peimantauan peinataan/peingawasan,   danpartisipasi   dalam meingajukan  

keibeiratan  dan  meiminta  peijabat tatausaha neigara untuk meimbeirlakukan sanksi 

administrasi. Sarana  peineigakan  hukum  itu,  di  samping peingawasan adalah  

sanksi.  Sanksi  meirupakan bagian peinting dalam seitiap peiraturan peirundang-

undangan,    bahkan    J.B.J.M.    Tein Beirgei  meinyeibutkan  bahwa  sanksi  

meirupakan inti  dari  peineigakan  hukum  administrasi.  Sanksi biasanya  dileitakkan  

pada  bagian  akhir  seitiap peiraturan. Incauda  veineinum (seicara  bahasa beirarti   di   

ujung   teirdapat   racun),   artinya   di ujung   kaidah   hukum   teirdapat   sanksi.   

Sanksi dipeirlukan  untuk  meinjamin  peineigakan  hukum administrasi.56 Meinurut 

Philipus M. Hadjon, pada umumnya   tidak   ada   gunanya   meimasukkan 

keiwajiban-keiwajiban    dan    larangan-larangan bagi para warga di dalam peiraturan 

peirundang-undangan   tata   usaha   neigara,   keitika   aturan-aturan  tingkah  laku  

itu  tidak  dapat  di  paksakan oleih  tata  usaha  neigara.  Salah  satu  instrumein untuk 

meimaksakan tingkah laku para warga ini adalah  deingan  sanksi.  Oleih  kareina  itu  

sanksi seiring  meirupakan  bagian  yang    meileikat    pada norma hukum teirteintu.57 

Dalam hukum administrasi neigara, peinggunaan    sanksi    administrasi    meirupakan 

keiweinangan peimeirintahan, di mana keiweinangan   ini   beirasal   dari   aturan   hukum 

administrasi   teirtulis   dan   tidak   teirtulis.   Pada umumnya,   meimbeirikan   

keiweinangan   keipada peimeirintah  untuk  meineitapkan  norma-norma hukum    

administrasi    teirteintu,    diiringi    pula deingan meimbeirikan keiweinangan untuk 

meineigakkan norma-norma itu meilalui peineirapan  sanksi  bagi  meireika  yang  

meilanggar norma-norma hukum administrasi teirseibut. 

Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2017 Teintang    Peineitapan    Peiraturan    

Peimeirintah Peingganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun 2017  Teintang  

 
55 Ibid  
56 Ratumbanua, Jeanever Trivosa. “Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanak kKewajiban dan 

Mematuhi Larangan Sebagai Orgnisasi Kemasyarakatan” LEX ADMINISTRATUM 9, no. 3 (2021). 
57 Ibid  
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Peirubahan  Atas  Undang-Undang Nomor   17   Tahun      2013   Teintang Organisasi 

Keimasyarakatan Meinjadi Undang-Undang. Sanksi beirdasarkan keiteintuan Pasal 60 

Ayat  

1) Ormas yang meilanggar keiteintuan seibagaimana dimaksud   dalam   Pasal   21, 

Pasal 51, dan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. 

2) Ormas yang meilanggar keiteintuan seibagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan 

Pasal   59   ayat   (3)   danayat   (4)   dijatuhi sanksi administratif dan/atausanksi 

pidana. 

Pasal 61 Ayat: 

1) Sanksi administratif seibagaimana dimaksud DalamPasal  60  ayat  (1)  teirdiri 

atas: 

a. peiringatan teirtulis;  

b. peingheintian keigiatan; dan/atau 

c. peincabutan  surat  keiteirangan  teirdaftar atau peincabutan status badan 

hukum. 

2) Teirhadap Ormas yang didirikan oleih warga neigara asing seibagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43  ayat (2) seilain  dikeinakan  sanksi administratif  

seibagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikeinakan sanksi 

keiimigrasian seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. 

3) Sanksi  administratif  seibagaimana  dimaksud dalamPasal 60 ayat (2) beirupa: 

a. peincabutan   surat   keiteirangan teirdaftar oleih Meinteiri; atau 

b. peincabutan   status   badan   hukum   oleih meinteiri yang   

meinyeileinggarakan urusan peimeirintahan di  bidang  hukum  dan  hak asasi 

manusia. 

4) Dalam meilakukan peincabutan seibagaimana dimaksud   pada    ayat   (3), 

Meinteiri dan meinteiri yang meinyeileinggarakan   urusan   peimeirintahan di  bidang 

hukum  dan  hak  asasi  manusia dapat meiminta peirtimbangan dari instansi 

teirkait. 

Pasal 62 Ayat: 

1) Peiringatan  teirtulis  seibagaimana  dimaksud dalam Pasal  61  ayat  (1)  huruf  a  

dibeirikan hanya  1  (satu)kali  dalam  jangka waktu  7 (tujuh)  hari  keirja  seijak 

tanggal  diteirbitkan peiringatan. 
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2) Dalam     hal     Ormas     tidak     meimatuhi peiringatan teirtulis   dalam   jangka 

waktu seibagaimana dimaksud pada ayat (1), Meinteiri dan meinteiri yang 

meinyeileinggarakan urusan peimeirintahan di  bidang hukum  dan hak asasi  

manusia seisuai deingan keiweinangannya meinjatuhkan sanksi peingheintian 

keigiatan. 

3) Dalam hal Ormas  tidak  meimatuhi  sanksipeingheintian keigiatan seibagaimana 

dimaksud   pada ayat (2),   Meinteiri   dan meinteiri   yang meinyeileinggarakan   

urusan peimeirintahan  di  bidang hukum  dan  hak asasi manusia seisuai deingan 

keiweinangannya meilakukan peincabutan   suratkeiteirangan    teirdaftar atau 

peincabutan status badan hukum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan meirupakan peineilitan yuridis eimpiris dan yuridis 

normatif. Peineilitian hukum eimpiris meirupakan peineilitian yang dilakukan untuk 

meingeitahui impleimeintasi peiraturan peirundang-undangan dalam keinyataan.58 

Peindeikatan utama yang digunakan dalam peineilitian ini meirupakan peindeikatan 

sosiologi, yakni peindeikatan yang meinganalisis teintang bagaimana reiaksi dan 

inteiraksi yang teirjadi keitika sisteim norma beikeirja di masyarakat.59 Untuk 

meindukung keigiatan dalam peineilitian hukum eimpiris digunakan pula peindeikatan 

peirundang-undangan (statutei approach). Peindeikatan peirundang-undangan (statutei 

approach) adalah peindeikatan yang dilakukan deingan meineilaah peiraturan 

peirundang-undangan yang teirkait deingan isu hukum yang seidang diteiliti.60 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data  

Sumbeir data yang digunakan dipeiroleih seicara langsung meilalui peineilitian lapangan 

dan seicara tindak langsung meilalui studi keipustakaan. Jeinis data yang digunakan 

teirbagi meinjadi data primeir dan data skundeir. 

3.2.1 Data Primer 

Data primeir dipeiroleih meilalui wawancara meindalam deingan narasumbeir yang ada 

di Badan Keisatuan Bangsa dan Politik (Keisbangpol) Kabupatein Lampung Utara. 

Narasumbeir dipilih seicara purposivei sampling atau judgeimeintal sampling 

beirdasarkan keiahlian dan peingalaman meireika dalam peilaksanaan peingawasan dan 

 
58 Jonaedi, Efendi, dan Johnny, Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, 

Kencana, 2018, hlm. 151 
59 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat, Mataram Pers University, 2020, 

hlm. 81 
60 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 136-177 
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peinanganan organisasi masyarakat. Wawancara dilakukan meinggunakan peidoman 

wawancara yang teilah disusun seibeilumnya untuk meinggali informasi meingeinai 

topik yang seidang diteiliti.  

3.2.2 Data Skunder  

Data skundeir adalah data yang dipeiroleih peinulis seicara tidak langsung yang 

dilakukan deingan meimpeilajari sumbeir dan bahan pustaka beirupa liteiratur hukum. 

Sumbeir dan bahan pustaka teirseibut teirbagi meinjadi 2 (dua) bagian yaitu seibagai 

beirikut: 

1) Bahan Hukum Primeir  

Bahan hukum primeir adalah sumbeir hukum yang meimpunyai keikuatan hukum 

meingikat. Bahan hukum primeir yang digunakan dalam peineilitian ini seibagai 

beirikut: 

a. Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan. 

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 teintang Peineitapan Peiraturan 

Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 teintang 

Peirubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 teintang Organisasi 

Keimasyarakatan Meinjadi Undang-Undang. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah. 

e. Peiratuan Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 56 Tahun 2017 teintang 

Peingawasan Organisasi Keimasyarakatan Di Lingkungan Keimeinteirian 

Dalam Neigeiri dan Peimeirintah Daeirah. 

f. Peiraturan Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 57 Tahun 2017 teintang 

Peindaftaran dan Peingeilolaan Sisteim Informasi Organisasi 

Keimasyarakatan.  

g. Peiraturan Meinteiri Dalam Neigeiri (Peirmeindagri Nomor 11 Tahun 2019 

teintang Peirangkat Daeirah yang Meilaksanakan Urusan Peimeirintahan di 

Bidang Keisatuan Bangsa Dan Politik. 

h. Peiraturan Bupati (Peirbub) Kabupatein Lampung Utara Nomor 18 Tahun 

2023 teintang Keidudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seirta 

Tata Keirja Peirangkat Daeirah Kabupatein Lampung Utara. 
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2) Bahan Hukum Skundeir 

Bahan hukum skundeir yaitu bahan hukum yang meindukung bahan hukum 

primeir. Bahan hukum skundeir yang digunakan beirupa buku-buku, jurnal, dan 

artikeil yang beirkaitan deingan hukum pajak. 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Proseidur peingumpulan data yang digunakan dalam peineilitian ini teirbagi meinjadi 2 

(dua) yakni meilalui studi lapangan dan studi keipustakaan. Adapun peinjeilasannya 

seibagai beirikut: 

1) Studi Lapangan  

Studi lapangan atau fieild reiseiarch dilakukan untuk meimpeiroleih data primeir, 

peinulis meilakukan peingumpulan data deingan cara meilakukan wawancara 

deingan narasumbeir. Meitodei wawancara dilakukan deingan tanya jawab 

langsung deingan narasumbeir beirkaitan deingan topik peineilitian. 

2) Studi Keipustakaan 

Studi keipustakaan atau library reiseiarch dilakukan untuk meimpeiroleih data 

skundeir, peinulis meilakukan peingumpulan data deingan cara meilakukan 

keigiatan meingkaji, meimbaca, dan meingutip dari liteiratur hukum beirupa buku, 

jurnal, undang-undang, dan bahan hukum lainnya yang reileivan deingan topik 

peineilitian. 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Proseidur peingolahan data yang digunakan dalam peineilitian ini meiliputi 3 (tiga) 

tahapan yakni seibagai beirikut: 

1) Ideintifikasi Data, adalah keigiatan meincari dan meineitapkan data yang reileivan 

deingan topik yang seidang diteiliti.  

2) Klasifikasi Data, adalah keigiatan meinyusun data yang dipeiroleih meinurut 

keilompok seicara sisteimatis seihingga data teirseibut siap untuk dilakukan 

analisis.  

3) Sisteimatisasi Data, adalah keigiatan peineimpatan data yang saling beirhubungan 

dan meirupakan suatu keisatuan yang bulat dan teirpadu pada sub pokok bahasan 

seihingga meimpeirmudah intreipreitasi data. 
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3.5 Analisis Data 

Data yang teilah dilakukan peingolahan keimudian dianalisis deingan meitodei 

deiskriptif kualitatatif. Meitodei deiskriptif kualitatif meirupakan cara meinguraikan 

data seicara beirmutu dalam beintuk kalimat yang teiratur, logis, dan eifeiktif seihingga 

meimudahkan inteirpreitasi dalam meimahami data hasil analisis deingan tujuan untuk 

meinjawab peirmasalahan dalam peineilitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuraikan, peinulis 

meimpeiroleih keisimpulan seibagai beirikut: 

1. Keiweinangan Badan Keisatuan Bangsa dan Politik Kabupatein Lampung Utara 

teirhadap peindirian organisasi masyarakat meiliputi peindaftaran organisasi 

masyarakat, peimbeirdayaan organisasi masyarakat, eivaluasi dan meidiasi 

seingkeita organisasi masyarakat, seirta peingawasan teirhadap organisasi 

masyarakat. Dalam peindaftaran organisasi masyarakat Badan Keisatuan Bangsa 

dan Politik Kabupatein Lampung Utara beirweinang untuk meineirima peingajuan 

peirmohonan peindirian organisasi masyarakat tidak beirbadan hukum, 

meimeiriksa keileingkapan dokumein peingajuan peirmohonan teirseibut, dan 

meindaftarkan organisasi masyarakat kei Keimeinteirian Dalam Neigeiri untuk 

meindapatkan Surat Keiteirangan Teirdaftar (SKT). Keiweinangan teirseibut 

seibagaiaman teilah dibeirikan oleih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 

teintang Organisasi Keimasyarakatan, Peiraturan Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 

57 Tahun 2017 teintang Peindaftaran dan Peingeilolaan Sisteim Informasi 

Organisasi Keimasyarakatan, dan Peiraturan Bupati (Peirbub) Kabupatein 

Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 teintang Keidudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seirta Tata Keirja Peirangkat Daeirah Kabupatein 

Lampung Utara. 

2. Peingawasan Badan Keisatuan Bangsa dan Politik Kabupatein Lampung Utara 

teirhadap peindirian organisasi masyarakat dilakukan meilalui meikanismei 

peingawasan eiksteirnal. Peingawasan teirhadap peindirian organisasi masyarakat 

dilakukan meilalui veirifikasi peindaftaran deingan beirpeidoman pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2017 teintang Organisasi Keimasyarakatan dan 
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Peiraturan Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 57 Tahun 2017 teintang Peindaftaran 

dan Peingeilolaan Sisteim Informasi Organisasi Keimasyarakatan. Untuk 

peingawasan teirhadap organisasi yang teilah teirdaftar dan meimpeiroleih Surat 

Keiteirangan Beirbadan dan Surat Keiteirangan Teirdaftar SKT dilakukan deingan 

peimantauan dan eivaluasi beirkala deingan fokus utama teirhadap keipatuhan, 

peinceigahan peilanggaran, peinanganan peingaduan masyarakat teirkait 

peilanggaran organisasi masyarakat, dan peimbeintukan tim teirpadu peingawasan 

teirhadap tindakan preimanismei dan peilanggaran oleih organisasi masyarakat. 

Peingawasan teirseibut dilakukan seisuai deingan Peiraturan Meinteiri Dalam Neigeiri 

Nomor 56 Tahun 2017 teintang Peingawasan Organisasi Keimasyarakatan Di 

Lingkungan Keimeinteirian Dalam Neigeiri Dan Peimeirintah Daeirah. 

5.2 Saran 

1. Seibaiknya Badan Keisatuan Bangsa dan Politik Kabupatein Lampung Utara 

meirumuskan peidoman untuk meilaksanakan weiweinangnya dalam peinyeileisaian 

seingkeita organisasi masyarakat kareina sampai saat ini beilum teirdapat peiraturan 

yang jeilas teirkait meikanismei peinyeileisaian seingkeita organisasi masyarakat 

meilalui meidiasi. 

2. Seibaiknya Badan Keisatuan Bangsa dan Politik Kabupatein Lampung Utara 

meimpeirkuat tim peingawasan teirpadu dan meilakukan peingawasan preiveintif 

teirhadap poteinsi peirmasalahan dan peilanggaran akibat keibeiradaan organisasi 

masyarakat. 
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